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ABSTRAK 
 

“Implementasi Kebijakan Pelayanan Perijinan Usaha di Kota Baubau”   

La Tanuru 

Universitas Terbuka UT-UPBJJ  Kendari 

Latanuru@yahoo.co.id 

Kata kunci, Implementasi Kebijakan, Pelayanan publik. 

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang semakin meningkat mau 
tidak mau akan berdampak kepada tuntutan kemampuan birokrasi. Penelitian ini 
difokuskan pada Implementasi Kebijakan Pelayanan Perijinan Usaha di Kota Baubau, 
dengan maksud mengetahui bagaimana pelayanan publik di bidang perijinan dan 
bagaimanan pelayanan perijinan.  

 

Tujuan penelitian ini 1.Untuk mengetahui  implementasi kebijakan pelayanan 
perijinan usaha, 2. Untuk mengkaji hubungan dan hambatan dalam implementasi 
kebijakan pelayanan perijian usaha, 3. Untuk menganalisis aspek-aspek apa yang 
mendorong dan menghambat perwujudan pelayanan perijinan usaha di Kota Baubau. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, data dan 
informasi diperoleh dari informan, didukung dengan dokumen yang sesuai setting dan 
field penelitian. Instrumen penelitian observasi dan wawancara. Data yang diperoleh, 
kemudian diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi selanjutnya dilakukan 
penafsiran dan pembahasan, serta penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan penelitian bahwa implementasi kebijakan pelayanan perijinan 
usaha sebelum Sekretariat Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Baubau dibentuk, 
pelayanan diberikan kepada masyarakat masih terpencar atau dilakukan pada dinas 
atau instansi teknis masing-masing, hal ini menunjukan hasil yang belum maksimal 
namun setelah pembentukan Sekretariat Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Kota Baubau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menunjukan 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan hubungan dan hambatan 
dalam implementasi kebijakan pelayanan perijinan usaha sebelum Sekretariat 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Baubau saling mempengaruhi meskipun dalam 
memberikan pelayanan perijinan usaha kepada masyarakat masih adanya hambatan-
hambatan namun terus diutamakan dan mendahulukan kualitas pelayanan dalam 
setiap kegiatan usaha bagi masyarakat, namun demikian bahwa aspek-aspek yang 
mempengaruhi perwujudan pelayanan terpadu satu pintu dalam pelaksanaan 
pelayanan perizinan usaha di Kota Baubau disebabkan oleh faktor yaitu : Faktor 
kualitas sumber daya aparat, Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi semakin 
membuka lebar katub informasi.  
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ABSTRACT 
 

" Implementation  Policy of Licensing Service is Effort in Town Baubau City" 
 
 

La Tanuru  
 

Open University by UT-UPBJJ Kendari 
 

Latanuru@Yahoo.Co.Id 
 

Keyword, Policy Implemantation, Public Service 
 
 

 The demand of society to service quality which progressively mount will do not 
want to will affect to demand of bureaucracy ability. This research focussed is 
Implementation policy of Licensing Service is Effort in Baubau City, for the purpose 
of knowing how public service of licensing and how of licensing service. 
 

 This research to study 1. How knowing implementation of policy of licensing 
service of effort 2. To study the link and resistance in implementation of policy of 
service is effort 3. To analyse the aspect  what pushing and pursuing materialization 
of licensing service is effort in Baubau city. 

 

 Method used in this research is method qualitative, data and information 
obtained from informan, supported with the appropriate document setting and 
research field. The instrument of observation research and interview the. Obtained 
data, later then tested its authenticity with the technique triangulat here in after 
conducted by interpretation and solution, and also conclusion withdrawal. 

 

 The conclusion that implementation policy of licensing service of effort before 
inwrought permit service Secretariat  Baubau City formed, service passed to society 
still terpencar or conducted on duty or technical institution each, this matter result 
which not yet maximal but after forming of inwrought permit service secretariat One 
Door in Baubau City giving service to society  service to society, while link and 
resistance in implementation of policy  licensing service is effort before inwrought 
Permit Service Secretariat Baubau City influencing each other though in giving 
licensing service of effort to society there still is resistance but non-stoped to be 
majored and prioritize the service quality in each;every business activity for society, 
but that way that aspect influencing inwrought service materialization one door in 
execution of permit service Baubau City because of factor that is : quality factor of 
resource aparat,  Fast is science growth and technological progressively open wide  
information valve. 
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

A. Kajian  Teori 

1. Implementasi Kebijakan  

Proses implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan 

proses kebijakan. Implementasi kebijakan itu sendiri mengandung beberapa makna, 

sebagaimana yang dirumuskan dalam kamus Webster (dalam Wahab, 2001:64) “To 

Implement  berarti to provide the means for carying but”; yang menekankan bahwa 

implementasi itu menimbulkan dampak terhadap sesuatu. Kalau pemandangan ini 

diikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses untuk 

melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk Undang-undang, 

Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah eksekutif, atau Peraturan 

Bupati/Walikota). Mazmanian dan Sabatier (dalam Hamdi 1999:14) memberikan 

penjelasan mengenai makna implementasi tersebut sebagai berikut : 

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan 
berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, 
yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah 
disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik 
usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan 
akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 
 
Meter dan Horn  (dalam Wahab, 2001:65) secara konsepsial memberi rumusan 

atau batasan tentang implementasi kebijakan sebagai berikut : 

“those action by publics ar private individuals (or groups) that are directed at 
the achievement of obyectives set forth in prior policy decisions” (tindakan-
tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau 
kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 
tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan). 
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Pandangan itu memberi pemahaman bahwa implementasi kebijakan merupakan 

suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam 

urutan waktu tertentu, dengan demikian yang diperlukan dalam implementasi 

kebijakan  adalah suatu tindakan seperti tindakan yang sah atau implementasi suatu 

rencana peruntukan. Pandangan pakar ini juga memberi pemahaman  bahwa  proses 

implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut tindakan atau perilaku institusi yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada 

kelompok sasaran. Sebagaimana dikonsepsikan sebelumnya, bahwa keberhasilan 

dalam implementasi kebijakan juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, 

sosial, dan teknologi  yang langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi 

perilaku semua pihak yang terlibat. Akhirnya proses tersebut dapat menimbulkan 

dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. 

Wahab (2001:68-69), mengutip dari Mazmanian dan Sabatier yang 

merumuskan proses implementasi kebijakan publik dengan lebih rinci, sebagai 

berikut : 

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam 
bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 
keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. 
Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, 
menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara 
untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini 
berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan 
tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk 
pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) dan oleh kelompok-kelompok 
sasaran, dampak nyata – baik yang dikehendaki atau tidak – dari output 
tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yan 
mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya 
untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang 
bersangkutan). 
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Dengan demikian pelaksanaan kebijakan dapat melibatkan penjabaran lebih 

lanjut tujuan yang telah ditetapkan tersebut oleh pejabat atau instansi pelaksana 

(Hamdi, 1999:5). Suatu program kebijaksanaan publik meliputi penyusunan acara 

tertentu dan tindakan yang harus dijalankan, misalnya dalam bentuk tata cara yang 

harus ditaati atau diikuti dalam implementasinya, patokan yang harus diadakan pada 

keputusan pelaksanaan atau proyek yang konkret yang akan dan hendak dilaksanakan 

dalam suatu jangka waktu tertentu, bahwa program tersebut telah menjadi bagian dari 

kebijaksanaan publik yang akan diimplementasikan. 

Implementasi kebijakan publik pada umumnya diserahkan kepada lembaga-

lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjangnya hingga jenjang pemerintahan yang 

terendah. Dalam implementasi kebijakan publik biasanya akan terkait dengan aktor 

pelaksana dalam berbagai kedudukan dan peran. Para pelaksana kebijakan adalah 

para aktor yang satu dengan yang lainnya yang dibebankan dengan penggunaan 

sarana. Organisasi pelaksana meliputi keseluruhan para aktor pelaksana dan 

pembagian tugas masing-masing.  Implementasi kebijakan publik sangat penting 

untuk memberikan perhatian yang khusus kepada peran dari kelompok-kelompok 

kepentingan (interest groups) yang bertindak sebagai wakil pelaksanaan  atau sebagai 

objek kebijaksanaan.  

Selanjutnya Meter dan Horn (dalam Sulaeman 1975:99) juga mengemukakan 

sebagai berikut :  

 untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan sebagai berikut Suatu 
kebijakan tentulah menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai 
oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan 
penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.  
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Pendapat dari Rue dan Byars yang diikuti oleh Keban (1995:1) mengemukakan 
 bahwa secara lebih sederhana lagi, kinerja (performance) merupakan tingkat 
pencapaian hasil atau the degree of accomplishment. Disamping itu perlu untuk 
mengetahui ada beberapa indikator dari kinerja yang digunakan untuk menilai 
suatu derajat pencapaian standar serta apa yang menjadi sasaran dari suatu 
kebijakan, yang menjelaskan bahwa kegiatan itu melangkah dari tingkat 
kebijakan yang masih berupa suatu dokumen berbentuk peraturan menuju 
penentuan standar spesifik dan konkrit dalam menilai kinerja program. Dengan 
adanya standar dan sasaran tersebut, maka dapat digunakan untuk mengetahui 
seberapa besar keberhasilan dari setiap program yang telah dicanangkan. 
 
Berdasarkan pada kedua pandangan itu, maka dapatlah disimpulkan bahwa 

proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut 

perilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula 

menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak 

langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada 

akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan (intendend) maupun 

yang tidak diharapkan (spillover/negative effects). Dalam implementasi kebijakan, 

Sunggono (1994:140) mengemukakan bahwa :  

Sangat penting untuk memberikan perhatian yang lebih khusus kepada peran 
dari kelompok-kelompok kepentingan (interest groups) yang bertindak sebagai 
wakil dari pelaksanaan atau obyek kebijaksanaan. Kelompok-kelompok ini 
sering memainkan peranan yang sangat penting bukan saja pada waktu 
implementasinya. Pandangan-pandangan mereka terhadap suatu kebijaksanaan 
publik yang akan diimplementasikan, atau komunikasi mereka dengan masa 
pendukungnya tentang suatu kebijaksanaan publik, mempunyai arti yang 
penting lagi cara partisipasi para pelaksana dan obyek kebijaksanaan (warga 
masyarakat) di dalam implementasi kebijaksanaan. 

 
Implementasi kebijakan dapat melibatkan penjabaran lebih lanjut mengenai 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut oleh pejabat atau instansi pelaksana. 

Secara umum, terdapat beberapa keadaan yang perlu dipertimbangkan dalam 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

12/40676.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



 14

mengupayakan keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Pressman, Wildavsky, 

Sabatier dan Mazmanian (dalam Hamdi, 1999:5) sebagai berikut : 

1. Implementasi perlu didasarkan pada suatu teori yang tepat dalam 
menghubungkan perubahan dalam perilaku target dengan pencapaian 
tujuan kebijakan. 

2. adanya kejelasan arah dan struktural kebijakan. 
3. Adanya keterampilan teknis dan manejerial yang memadai di unit-unit 

kerja yang melaksanakan kebijakan. 
4. Adanya dukungan-dukungan yang tepat dari partisipasi terkait. 
5. Hubungan dan konflik antara berbagai partisipan jangan sampai 

mengurangi dan meniadakan pentingnya arti kebijakan yang dilaksanakan. 
  

Sedangkan menurut Cheema dan Rondinelli, (1990), faktor-faktor yang 

dianggap mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan dikelompokan 

dalam lima bagian yaitu: kondisi lingkungan dimana kebijakan itu akan dilaksanakan 

(environmental condition), hubungan dalam organisasi (inter-organizational 

relationship), kemampuan dalam pelaksanaan (resources for program 

implementation), karakteristik lembaga pelaksana (characteristic of implementing 

agency), dan pengaruh pelaksanaan (performance and impact).  

Beberapa pengertian itu menunjukan bahwa dalam implementasi suatu 

kebijakan publik harus memperhatikan faktor-faktor dari dalam (intern) organisasi 

pemerintah dan faktor dari luar (ekstern) masyarakat yang akan menanggung dampak 

kebijakan tersebut. Untuk dapat memahami faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan 

bahwa faktor intern organisasi dapat meninjau model yang dikembangkan oleh 

Hogwood dan Gunn (dalam Wahab 2001:71) yang lebih dikenal dengan “the top 

down approach” yang mengatakan bahwa untuk dapat melakukan implementasi 
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kebijakan publik dengan sempurna (perfect implementation) diperlukan persyaratan 

sebagai berikut : 

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan 
menimbulkan gangguan/kendala yang serius. 

2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang 
cukup memadai. 

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia; 
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu 

hubungan kausalitas yang andal; 
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai 

penghubungnya. 
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil; 
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan; 
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; 
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan 

mendapatkan kepatuhan yang sempurna. 
 

Disamping memperhatikan faktor intern dan ekstern organisasi maka ada 

beberapa model yang sempat dikembangkan oleh Rippley dan Franklin (dalam 

Sulaeman 1998:89) yang antara lain menyatakan bahwa keberhasilan dari 

implementasi kebijakan atau suatu program itu adalah ditunjukan dari tiga faktor 

seperti : 

1. Perseptif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari 
kepatuhan strect level bereaucrats terhadap atasan mereka. 

2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya 
persoalan. 

3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan 
semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan. 

 
Dengan demikian apabila suatu kebijakan publik memperhatikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan dengan memperhatikan prosedur 

yang ada, maka diharapkan akan menghasilkan kebijakan yang efektif, bahwa 

kebijakan yang efektif itu menurut Islamy (2000:107) adalah : 
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Suatu kebijakan akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak 
positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau 
perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat itu bersesuaian dengan 
apa yang diinginkan oleh  pemerintah atau negara. Dengan demikian kalau 
mereka tidak bertindak/berbuat sesuai dengan keinginan pemerintah/negara itu 
maka kebijaksanaan negara menjadi tidak efektif. 
 
Model lain yang bisa dikembangkan untuk menganalisis atau mengkaji 

keberhasilan dari implementasi kebijakan dapat juga dilihat model yang di  

kemukakan oleh,  Haryoso, H. (2002).   sebagai berikut :                    

bahwa terjadinya perbedaan dalam proses implementasi kebijakan 
dipengaruhi oleh ‘sifat kebijakan’ yang akan dilaksanakan. Pendekatan yang 
ditawarkan adalah dengan mencoba menghubungkan antara kebijakan 
dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan 
kebijakan dengan prestasi kerja. Selanjutnya beberapa konsep penting dalam 
teori ini  adalah : perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak dalam 
prosedur implementasi. Artinya implementasi kebijakan akan dipengaruhi 
oleh dimensi-dimensi tersebut, sehingga keberhasilan implementasi 
kebijakan apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sedang 
kesepakatan tentang tujuan relitif tinggi. Atas kajian konsep-konsep tersebut 
kaitannya dengan hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi, 
maka kajian selanjutnya membuat tipologi kebijakan menurut jumlah 
masing-masing perubahan dan jangkauan kesepakatan terhadap tujuan. 
 

Alur yang menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja dipisahkan 

oleh jumlah variabel bebas. Teori ini variabel-variabel bebasnya adalah : 

1) Ukuran dan tujuan kebijakan; 
2) Sumber kebijakan; 
3) Ciri atau sifat institusi pelaksana; 
4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan;  
5) Sikap para pelaksana; dan 
6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik; hal ini dapat digambarkan  

seperti berikut : 
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Gambar : 2.1 

Model Proses Implementasi Kebijakan 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

  

Kebijakan sebagai variabel yang menetapkan tujuan, begitupun dalam 

implementasinya di dukung dengan sumber-sumber yang tersedia. Fokus perhatian 

pada unit pelaksana, baik formal maupun informal. Sementara itu komunikasi 

diciptakan atau terkait antar organisasi dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini tercipta 

dalam lingkungan sistem sosial politik dengan kelompok sasaran. Kemudian sikap 

para pelaksana menjadi perhatian dalam merealisasikan program-program yang telah 

ditetapkan. 
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Beberapa konsep penting yang digunakan oleh Goggin sebagai variabel dalam 

kinerja implementasi, yaitu : (1)  Policy Goal (kebijakan); (2)  Delivery (wahana);  

dan  (3) Out come (lingkungan sosial). Selanjutnya komponen tersebut, dalam proses 

implementasi kebijakan merupakan proses delivery yang disusun setelah suatu 

kebijakan diadopsi; kemudian delivery ini diharapkan dapat hasil (out come). Untuk 

menghasilkan out come, variabel yang menentukan tinggi rendahnya kinerja 

organisasi adalah ketiga faktor tersebut sebagai variabel bebas. Ketiga kelompok 

variabel tersebut pada intinya ingin mencoba menemukan bagaimana memodifikasi 

kebijakan publik, sehingga out come-nya memenuhi syarat (tingkat kinerja yang 

diinginkan dan kemanfaatan bagi publik).  

Teori-teori tersebut, baik yang dikemukakan oleh  Meter dan  Horn maupun 

oleh Goggin dalam kajian selanjutnya berpijak  dengan mengakomodasi data  yang 

berkait dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan. Usaha 

studi implementasi kebijakan dilakukan dalam kerangka teori itu  adalah untuk dapat 

menjawab beberapa pertanyaan pokok yang merupakan suatu syarat keberhasilan 

bagi kebijakan publik. Pertama, bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik 

dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kedua, faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi proses implementasi kebijakan.  Ketiga, pertanyaan yang berkait 

dengan kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, yaitu 

tentang kebijakan itu sendiri, wahana yang digunakan dan lingkungan sosial budaya  

kebijakan itu diterapkan. 

Kebijakan publik pada dasarnya adalah sebuah proses. Berangkat dari anggapan 

itu maka,  tidak lagi berpendapat bahwa kebijakan publik yang baik adalah hanya 
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semata-mata dilihat dari materi yang ada dalam hasil kebijakan publik itu. Kebijakan 

publik yang baik adalah kebijakan yang mampu diimplementasikan dengan baik, dan 

sekaligus kebijakan publik itu dalam proses implementasinya itu dapat mencapai 

hasil yang diinginkan. Namun kebanyakan sering ada anggapan bahwa setelah 

kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan 

dapat dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan 

oleh pembuat kebijakan tersebut padahal sebenarnya menurut apa yang dikemukakan 

Islamy (2000 : 106)  

… sifat kebijakan itu kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit 
kebijakan negara yang bersifat self-executing. Maksudnya dengan 
dirumuskannya kebijakan tersebut sekaligus atau dengan sendirinya kebijakan 
itu terimplementasikan. Hal yang paling banyak adalah yang bersifat non self-
executing, artinya kebijakan negara perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh 
berbagai pihak sehingga mempunyai dampak yang diharapkan. 
 
Sehubungan dengan pernyataan itu, Pressman dan Wildavsky  seperti yang 

dikutip oleh Wahab (2001:65) juga mengingatkan bahwa proses untuk melaksanakan 

kebijakan perlu mendapat perhatian yang seksama. Tampaknya keliru kalau ada yang 

beranggapan bahwa proses pelaksanaan kebijakan dengan sendirinya berlangsung 

tanpa hambatan. 

Jadi rumusan kebijakan yang dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa atau 

hanya merupakan rangkaian kata-kata yang indah dan baku yang tersimpan rapi 

dalam sebuah dokumen kalau tidak diimplementasikan, karena itu implementasi 

kebijakan perlu dilakukan secara arif, bersifat situasional, mengacu pada semangat 

kompetisi dan berwawasan pemberdayaan (Wahab, 2001:36). Supaya implementasi 
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kebijakan betul-betul merupakan suatu proses interaksi antara setting tujuan dengan 

tindakan untuk mencapai dampak yang diinginkan.  

Berkaitan dengan hal ini, dapat dikatakan bahwa salah satu tolok ukur 

keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya. Bahkan mungkin 

tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang 

penting dari keseluruhan proses kebijakan. Namun demikian, bukan berarti 

implementasi kebijakan terpisah dengan formulasinya, melainkan keberhasilan suatu 

kebijakan sangat tergantung pada tatanan kebijakan itu sendiri (macro policy dan 

micro policy). Artinya, formulasi kebijakan makro yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, keberhasilan implementasinya akan dipengaruhi 

kebijakan mikro, yaitu para pelaksana kebijakan, dan kebijakan operasional serta 

kelompok sasaran dalam mencermati lingkungan. Selain itu keberhasilan sebuah 

implementasi kebijakan publik juga sangat tergantung pada kualitas dari substansi 

produk hukum atau undang-undang yang ada. Bila kualitas dari undang-undang atau 

produk hukum yang ada rendah maka tingkat kesuksesan proses implementasi 

kebijakan publiknya pun akan rendah. Sebaliknya, bila undang-undang yang ada 

substansinya berkualitas tinggi, maka kualitas proses impelementasi kebijakan 

publiknya pun akan tinggi pula. 

Selanjutnya, karena implementasi kebijakan tidak hanya bersangkut paut 

dengan mekanisme operasional kebijakan ke dalam prosedur birokrasi, melainkan 

juga terkait dengan masalah konflik keputusan dan bagaimana suatu kebijakan itu 

diperoleh kelompok sasaran. Pemahaman lebih lanjut  tentang konsep implementasi 
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kebijakan publik adalah bahwa, implementasi kebijakan  pada dasarnya merupakan 

tindakan yang dilaksanakan oleh individu, dan kelompok pemerintah dan swasta, 

yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam 

keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi 

kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau 

perumusan kebijakan dan dampak aktualnya. Pada bagian lain, Lineberry (dalam 

Muchsin dkk, 2002:102), juga menyatakan bahwa: 

proses implementasi setidak-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut : 
(1) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; (2) penjabaran tujuan 
ke dalam berbagai aturan pelaksana (standard operating procedures/ SOP); (3) 
koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran; 
pembagian tugas di dalam dan diantara dinas/dinas/badan pelaksana; (4) 
pengalokasiaan sumber-sumber untuk mencapai tujuan. 

 
Empat elemen yang diungkapkan Lineberry tersebut adalah sekaligus sebagai 

dasar untuk memahami kebijakan publik.  

1. Pembentukann unit organisasi dan staf pelaksana. Elemen ini adalah bagian 
yang harus dilakukan paling awal dalam kegiatan implementasi kebijakan 
publik. Sebab tanpa adanya penentuan yang jelas terlebih dahulu atas unit 
organisasi pelaksana dari implementasi kebijakan publik ini maka proses 
implementasi kebijakan publik tidak akan dapat dijalankan. Sebuah produk 
kebijakan baru dapat diterapkan dengan baik ketika telah ada kepastian akan 
institusi atau organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan publik 
tersebut. 

 
2. Penetapan prosedur operasi standar (standard operating procedures/SOP). 

Konsep ini lebih dikenal dengan istilah petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan 
petunjuk teknis (Juknis). SOP ini adalah merupakan panduan bagi unit 
organisasi yang ada dalam melakukan kegiatan implementasi kebijakan publik 
yang sedang dijalankan. Unit-unit organisasi yang ditunjuk, dalam melakukan 
tugasnya tidak boleh berjalan menyimpang dari SOP yang ada. Sebab bila unit 
organisasi itu menjalankan aktivitasnya menyimpang dari SOP yang ada maka 
besar kemungkinan tujuan yang ingin dari sebuah produk kebijakan tidak akan 
tercapai.  

 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

12/40676.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



 22

3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran serta pembagian tugas antar 
lembaga yang ada. Elemen ini lebih menitikberatkan pada proses teknis yang 
akan berlangsung di lapangan selama berjalannya proses implementasi 
kebijakan publik. Dalam elemen ini dipandang bahwa hal yang paling penting 
dalam implementasi kebijakan publik adalah bagaimana para pelaksana 
implementasi kebijakan publik itu menerapkan strategi-strategi tertentu dalam 
melakukan pekerjaannya. Strategi-strategi itu yang paling pokok adalah 
bagaimana kemampuan mereka melakukan koordinasi antar mereka, dan 
bagaimana pula strategi mereka dalam melakukan pembagian tugas antar 
mereka. Kemampuan ini akan mencerminkan bagaimana kerapihan kerja dan 
performance dari organisasi tersebut dalam menjalankan tugasnya. 

 
4. Alokasi sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Maksudnya adalah dalam 

elemen ini yang dianggap paling penting dalam proses implementasi kebijakan 
publik adalah terletak pada bagaimana sumber-sumber yang ada dapat 
dialokasikan dan didistribusikan dengan adil. Umumnya yang sering terjadi 
ialah proses alokasi sumber-sumber itu yang sering tidak adil. Sering kali terjadi 
bahwa dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat miskin 
misalnya, yang nantinya sampai ketangan masyarakat hanya tinggal sepuluh 
atau dua puluh persennya saja dari total dana yang dianggarkan. Sisanya lebih 
banyak dikorupsi oleh para implementing agent. Untuk itu pada elemen ini 
kontrol harus dilaksanakan dengan ketat karena pada fase ini seringkali terjadi 
pelanggaran terutama yang dilakukan oleh implementing agent dengan    
korupsi sumber-sumber yang tersedia atas sebuah program pembangunan yang 
merupakan produk kebijakan publik dari pemerintah. 

 
Suatu rangkaian yang tidak terputus, bahwa kebijakan dibuat ketika dilakukan 

administrasi dan diadministrasikan ketika dibuat. Setiap kebijakan yang telah 

ditetapkan pada saat akan diimplementasikan selalu didahului oleh penentuan unit 

pelaksana (governmental units), yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari tahap 

birokrasi yang paling rendah. 

Aspek lain yang penting dalam implemetasi kebijakan menurut Anderson 

adalah kepatuhan, yaitu perilaku yang taat terhadap aturan, karena kebijakan selalu 

berdasarkan pada hukum atau peraturan tertentu. Untuk menumbuhkan kepatuhan 

dalam implementasi kebijakan akan memerlukan sistem kontrol dan komunikasi yang 

terbuka, serta penyediaan sumber daya untuk melakukan pekerjaan. Untuk dapat 
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mewujudkan implementasi yang efektif, Islamy (2000:107) menyebutnya dengan 

tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat sesuai dengan 

apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. 

2. Kebijakan Publik 

Pengertian kebijakan ini antara lain adalah : (1) Kepandaian, kemahiran;              

(2) Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang 

pemerintahan dan organisasi); penyertaan cita-cita, tujuan, prinsip dan maksud. 

Sementara itu pengertian publik yang berasal dari bahasa Inggeris yang dapat berarti 

pula suatu negara atau pemerintah. Selanjutnya pengertian kebijakan publik itu 

menurut pendapat, Santoso (1988:5) adalah: 

Serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai 
tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit 
pemerintah. 
 
Kebijakan tersebut akhirnya disebut juga dengan kebijakan pemerintah atau  

negara  seperti  yang  didefinisikan  oleh  Suradinata  (1993:19)  sebagai berikut : 

Kebijakan negara/pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-
badan atau lembaga dan pejabat pemerintah. Kebijakan negara dalam 
pelaksanaannya meliputi beberapa aspek, berpedoman pada ketentuan yang 
berlaku, berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan, serta strategi 
pemecahan masalah yang terbaik. 

 
Dalam setiap proses kebijakan, Nakamura dan Smallwood (dalam Sulaiman 

1998 :31) juga menjelaskan antara lain : 

Kebijakan publik merupakan serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan 
kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara 
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untuk mencapai tujuan. Beberapa lingkungan kebijakan dalam proses 
kelembagaan terdiri dari lingkungan pembuatan; lingkungan implementasi; dan 
lingkungan evaluasi. 
 
Dalam proses kebijakan terdiri dari beberapa langkah yang menurut 

Tjokroamidjoyo  (1991:114) : 

 Policy Germination (kebijakan bertunas), Policy Recommendation (tahap 
rekomendasi), Policy Analysis (penganalisaan kebijakan), Policy Formulation 
(perumusan kebijakan), Policy Decision (tahap pengambilan keputusan), 
Policy Implementation (pelaksanaan kebijakan), dan Policy Evaluation 
(penilaian kebijakan). 

 
Sebuah kebijakan hendaknya dapat tersusun dengan baik sehingga mudah 

terarah. Kebijakan yang tersusun secara baik tentu memerlukan waktu untuk 

berkembang dan semestinya tetap memperhatikan hal-hal seperti yang diutarakan 

oleh Winardi (1990:120) sebagai berikut : 

a. Memungkinkan penafsiran terbuka dan penilaian. 
b. Bersifat konsisten dan tidak boleh ada 2 kebijakan yang saling 

bertentangan dalam suatu organisasi. 
c. Harus sesuai dengan keadaan yang berkembang. 
d. Harus membantu pencapaian sasaran dan harus dibantu dengan fakta-fakta 

yang obyektif. 
e. Harus sesuai dengan kondisi-kondisi eksternal. 

 
Dengan demikian disamping kebijakan tersebut perlu tersusun dengan baik, 

ada pula beberapa faktor yang dapat turut memperbaiki kualitas suatu kebijakan 

adalah seperti yang disampaikan oleh Tjokroamidjojo (1991:116) sebagai berikut : 

a. Jangan didasarkan pada selera seketika (whims) tetapi harus melalui 
proses yang rasional berdasarkan akal sehat. 

b. Penyempurnaan informasi dan sistem informasi bagi analisa dan 
pembentukan kebijakan. 

c. Dikembangkan unified approach dalam perumusan kebijakan. 
d. Peka terhadap kebutuhan obyektif masyarakat. 
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Pada dasarnya rumusan kebijakan memang harus bersifat obyektif baik 

sebagai dasar analisisnya maupun kondisi kebutuhan masyarakat atau obyek yang 

akan terkena dampak dari kebijakan yang akan diambil serta dapat memudahkan 

penentuan kebijakan untuk mengadakan revisi atau perbaikan, jika ternyata 

pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan obyektif tadi. Sesuai dengan apa yang 

dikatakan oleh Wibawa (1994:6) bahwa : 

Pendekatan kebijakan ini tekanannya pada pendekatan kelembagaan, yaitu 
pendekatan pada pengukuran terhadap keberadaan demokrasi tidak hanya 
melalui ada tidaknya institusi perwakilan dan pemerintah tetapi lebih 
menekankan pada seberapa jauh fungsi dari lembaga perwakilan itu sendiri. 

 
Studi tentang kebijakan negara sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

lembaga-lembaga pemerintah seperti parlemen, kepresidenan, pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, partai politik mempunyai kekuatan untuk dapat selalu 

memaksakan setiap anggota masyarakat agar selalu tunduk dan mengikutinya dan 

lembaga-lembaga itupun berhak untuk memaksakan kebijakannya. 

Istilah kebijakan dan kebijaksanaan banyak terdapat dalam tulisan ini, tetapi 

keduanya sebenarnya mempunyai arti yang hampir sama, karena ada para ahli   yang 

menggunakan sebagai kebijakan dan yang lainnya mengajukan istilah  kebijaksanaan. 

Kebijaksanaan berasal dari kata Wisdom, sedangkan kebijakan terjemahan dari kata 

Policy. Selanjutnya Edwards II dan Sharkansky (1978:2) juga mendifinisikan 

kebijaksanaan negara sebagai berikut : 

“…. Is what government say and do, or not do. It is the goals or puposes of 
governments programs …. “ (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau 
tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijaksanaan negara itu berupa sasaran atau 
tujuan program-program pemerintah ….). 
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Parker (dalam Sunggono, 1994:22) dalam artikelnya “Policy and 

Administration”, membuat suatu daftar tentang berbagai definisi mengenai 

kebijaksanaan publik, yang menurut salah satu definisi tersebut mengemukakan 

bahwa: 

“A particular objective, or set of principles, or course of action,  which a 
government adopts at a given period in relation to some subject or in response 
to some crisis”. (Kebijaksanaan publik adalah suatu tujuan tertentu, atau 
serangkaian prinsip, atau tindakan, yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada 
periode tertentu dalam hubungan dengan beberapa subyek atau sebagai 
tanggapan terhadap beberapa krisis). 

 
Dalam membuat kebijakan publik, pemerintah harus tetap memperhatikan 

proses pembuatan kebijaksanaan tersebut, yang mana proses pembuatan kebijakan 

publik umumnya dipahami terdiri atas serangkaian tahap atau fase. Rangkaian tahap 

ini tampaknya bersifat linear, dalam kenyataannya mereka justeru sebaliknya yakni 

non linear dan interaktif. Para ahli kebijakan publik berbeda-beda dalam menamai 

atau mengelompokan tahapan tersebut, namun demikian menurut Hamdi (1999:3) 

pada umumnya proses pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan dalam tahap 

sebagai berikut : 

(1) Pendefinisian masalah (Policy Formulation); (2) Pendefinisian agenda 
(Agenda Setting); (3) Perumusan alternatif kebijakan (Policy Formulation); (4) 
Pemilihan alternatif kebijakan (Policy Adoption); (5) Pelaksanaan kebijakan 
(Policy Implementation); (6) Penilaian Kebijakan (Policy Evaluation).  
 
Dari keenam tahap itu yang akan menjadi fokus dalam pembahasan tulisan ini 

adalah pada tahap pelaksanaan kebijakan (policy implementation). 
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3.  Kebijakan Pelayanan Umum Satu Atap / Satu Pintu 
 

Kebijakan pelayanan perijinan satu pintu sesungguhnya tidak terlepas dari 

kebijakan pemerintah secara nasional. Kebijakan menyangkut pelayanan perijinan 

terpadu di tegaskan melalui Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara 

(Permen-PAN) Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan 

Standar Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 

24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Kebijakan tersebut berlaku secara nasional dan bertujuan mendorong seluruh 

Kabupaten dan Kota serta Propinsi untuk segera mengimplementasikan kebijakan 

pelayanan perijinan terpadu satu pintu di daerahnya masing-masing tidak terkecuali 

Kabupaten X (Ratminto & Winarsih, 2006:13). 

Kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan semakin 

berkembang seiring dengan munculnya paham atau pandangan tentang filsafat 

negara. Hal ini diungkapkan oleh Prawira, Suryadi Sentano, 1999:8) bahwa : 

Semenjak dilaksanakannya cita-cita negara kesejahteraan, maka pemerintah 
semakin intensif melakukan campur tangan terhadap interaksi kekuatan-
kekuatan kemasyarakatan, dengan tujuan agar setiap warga dapat terjamin 
kepastian hidup minimalnya. 
 
Aparat pemerintah pada tingkat tertentu haruslah menjadikan semangat 

melayani kepentingan masyarakat sebagai dasar dari motivasi mereka bekerja 

dibidang pemerintahan.  

Secara umum pola ini diimplementasikan melalui pembentukan Unit Palayanan 

Satu Atap atau juga disebut Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) sebagai satu unit 

mandiri dengan mencabut proses pelayanan umum dari instansi sektoralnya, dari 
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mulai pengadaan blangko dokumen publik hingga perlengkapannya. Sebagian besar 

kegiatan administrasi dan tehnis dilakukan oleh Unit Pelayanan Satu Atap, sedangkan 

instansi sektoral lebih banyak hanya menangani laporan administratif saja. 

Menurut Sitorus (2007:12) dalam pengertian sempit, pelayanan perijinan satu 

pintu dapat berarti sebagai satu agen pemerintah yang memiliki semua otoritas yang 

diperlukan untuk memberi berbagai perijinan (licenses, permits, approvals dan 

clearances). Tanpa otoritas yang mampu menangani semua urusan tersebut, agen 

pemerintah tidak dapat mengatur berbagai pengaturan selama proses. Oleh sebab itu, 

dalam hal ini agen tersebut tidak dapat menyediakan semua bentuk perijinan yang 

diperlukan dalam berbagai tingkat administrasi, sehingga harus bergantung pada 

otoritas lain. 

Berdasarkan pendapat tersebut, sudah menjadi kewajiban dari setiap aparat 

pemerintah untuk memiliki komitmen pengabdian yang tinggi serta memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pelayanan pemerintahan kepada 

masyarakat pada hakekatnya adalah upaya pemenuhan hidup atas produk-produk 

tertentu. Produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat menurut Ndraha (1997:60) 

Berkisar pada barang (barang modal dan barang pakai) sampai pada jasa (jasa pasar 

dan jasa Publik) dan layanan civil. lebih lanjut dalam Metodologi Ilmu Pemerintahan 

(MIP) delapan belas, Ndraha (1997:73) menyatakan bahwa : Pemerintah adalah 

sebuah badan yang berproduksi, mendistribusikan atau menjual alat pemenuhan 

kebutuhan rakyat berbentuk jasa publik dan layanan civil. 

Berbeda dengan layanan civil maka jasa publik dapat dijual dan 

diprivatisasikan. Lebih lanjut dalam Keban, (199 :98) dikemukakan bahwa : 
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Layanan civil tidak dijual beli, dimonopoli oleh badan-badan publik 
(pemerintah, negara) dan tidak boleh diprivatisasikan (diswastakan), sedangkan 
layanan publik dapat dijual beli dibawah kontrol legislatif. Setiap badan publik 
berfungsi memproduksi dan mendistribusikan layanan civil pada saat 
diperlukan. 

 
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dihambat oleh suatu birokrasi perijinan yang 

kompleks, mahal, dan korup. Alat ukur kinerja Pelayanan Perijinan Terpadu dapat 

membantu pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten untuk meningkatkan 

kualitas dan efisiensi layanan perijinan usaha," ungkap Neil McCulloch Dalam tahun-

tahun terakhir ini, perbaikan kebijakan-kebijakan perijinan usaha di Indonesia 

tampaknya menjadi perhatian penting bagi pemerintah pusat maupun daerah. Sejak 

akhir tahun 1990-an, pusat-pusat layanan yang pembentukannya diprakarsai 

pemerintah ini telah berdiri di sekitar 30% dari keseluruhan 467 kota dan kabupaten, 

sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri 24/2006 mengumumkan upaya untuk 

mengembangkan Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu di seluruh dari 467 

kabupaten/kota di Indonesia untuk menyederhanakan prosedur-prosedur, mengurangi 

biaya, dan menggabungkan persyaratan-persyaratan perijinan usaha. Kementerian-

kementerian di tingkat pusat berupaya memberikan arahan yang lebih jelas mengenai 

pelaksanaan kebijakan perijinan untuk membantu memperkokoh iklim investasi dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi. (Asia Foundation, 2007:3) 

Selain itu upaya pemerintah (birokrasi) untuk mengatasi ketidak seimbangan 

pelayanan publik tampaknya belum berhasil baik, sebagaimana artikel yang 

dikemukakan oleh Effendi (1986:13) bahwa : 

Faktor-faktor ekonomis seperti bias investasi, bias kualitas, bias harga dana bias 
birokrasi, telah membuat pelayanan  publik menjadi terlalu mahal bagi 
golongan miskin. Akibatnya akses pelayanan publik itu lebih bias kepada 
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golongan menengah keatas yang bermukim dikota, dan subsidi pemerintah 
untuk pelayanan publik lebih menguntungkan mereka, padahal golongan 
miskinlah yang sepantasnya mendapat pertolongan. 

 
Berkaitan dengan hal tersebut, Hidayat dan Sucherly (1986:87-88) 

mengemukakan bahwa : 

Pada umumnya organisasi pemerintahan sering menghadapi tiga masalah yang 
meliputi kurang efektif, inefisien dan mutu pelayanan yang kurang. Budaya 
yang berorientasi kepada pencapaian target merupakan salah satu ciri dari 
organisasi birokrasi. Ciri lainnya adalah adanya budaya peran artinya semua 
pekerjaan dilakukan secara rutin, teratur sistematik. Selain itu kekuatan dan 
kewenangan yang disalurkan melalui peraturan dan prosedur. Kombinasi 
budaya yang berorientasi kepada target dan peran tersebut membentuk suatu 
sikap pandang yang mnegacu kegiatan (activity) dan pertanggungjawaban 
(accountability). Kelemahan dari kedua sikap tersebut adalah aspek hasil 
(result) dan aspek mutu pelayanan kurang mendapatkan porsi yang sesuai. 

 
Dengan demikian dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan umum 

kepada masyarakat sebagai perwujudan dari fungsi pemerintahan dan untuk 

menumbuhkan peran aktif masyarakat terutama berkaitan dengan kualitas, efisiensi 

dan efektivitas pelayanan, maka pemerintah Kota Baubau menetapkan kebijaksanaan 

pelayanan umum satu atap berdasarkan Peraturan Walikota Nomor :  48.A  Tahun 

2008, Tentang Pembentukan organisasi Sekretariat Pelayanan Perizianan Terpadu. 

Unit terpadu pola satu atap ini merupakan unit pelayanan umum masyarakat yang 

menjadi kantor bersama satu atap bagi masyarakat yang memerlukan perijinan. 

Kewenangan pemberi ijin adalah tetap berada pada dinas, bagian, atau instansi 

pemberi ijin. 

Kebijakan pelayanan umum satu atap ini diharapkan akan memberikan 

pelayanan yang berkualitas, efisien, efektif, hemat dan murah kepada masyarakat dan 

mempercepat perijinan bagi penanam modal di daerah dengan menyelenggarakan 
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sistem pelayanan perijinan secara terpadu di daerah dengan membentuk Unit 

Pelayanan Umum Satu Atap yang  di dearah Kota Baubau dengan nama Sekretariat 

Pelayanan Perizianan Terpadu, yang merupakan suatu tempat/kantor yang dapat 

memberikan beberapa jenis pelayanan umum yang selama ini terpencar-pencar 

diberbagai dinas/instansi dan sekarang disatu atapkan pada Unit Pelayanan Terpadu. 

4. Konsep Pelayanan Publik  

Pelayanan publik adalah salah satu jenis pelayanan yang diberikan oleh 

organisasi publik kepada rakyat sehingga dalam organisasi pemerintah pelanggan 

adalah rakyat yang membutuhkan pelayanan dari pemerintah., karena pada 

hakekatnya pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya, Osborne dan 

Gaebler. (1995 : 192). Adapun menurut Keputusan Menpan No. 81/1993 disebutkan 

bahwa profil pelayanan adalah sebagai berikut. 

1. Sederhana, mudah, lancar dan tidak berbelit-belit. 
2. Jelas dan pasti dalam tata cara persyaratan. 
3. Aman, proses dan hasil pelayanan umum dapat memberi keamanan, 

kenyamanan dan kepastian hukum. 
4. Terbuka dalam segala hal. 
5. Ekonomis. 
6. Efisiensi. 
7. Adil dan merata. 
8. Tepat waktu. 
 
Masyarakat sebagai konsumen produk-produk pemerintahan berhadapan dengan 

pemerintah sebagai produser dan distributor dalam posisi sejajar, yang satu tidak 

berada di bawah yang lain.  Oleh karena itu posisi yang diperintah sebagai konsumer 

erat sekali berkaitan dengan posisi sovereign.  Melalui posisi sebagai sovereign, 

masyarakat memesan, mengamanatkan, menuntut dan mengontrol pemerintah, 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

12/40676.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



 32

sehingga jasa publik dan layanan sipil bisa dirasakan oleh setiap orang pada saat 

dibutuhkan dalam jumlah dan mutu yang memadai.  

Seiring perkembangan dan kemajuan suatu kota, maka tuntutan dari masyarakat 

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah semakin meningkat. 

Pelayanan yang dibutuhkan  oleh rakyat menurut Ndraha (1997 : 60) berkisar pada 

produk-produk yang disebut barang (barang modal dan barang pakai) sampai pada 

jasa (jasa pasar dan jasa publik) dan layanan civil. Didalam penelitian ini pelayanan 

yang dimaksudkan yaitu pelayanan jasa. Kotler dalam Sugiarto (1999 : 36) 

mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan 

oleh pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak mewadah) dan tidak 

menghasilkan kepemilikan atas produk tersebut dan produksi jasa bisa berhubungan 

atau tidak berhubungan dengan produk fisik. 

Pemberian pelayanan yang berkualitas memang menjadi suatu kewajiban 

pemerintah terhadap masyarakat, karena masyarakat dari segi penyelenggaraan 

pelayanan publik berposisi sebagai konsumen. Pemerintah harus menempatkan 

masyarakat/pelanggan sebagai raja, hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Osborne 

dan Plastrik (1997 : 157) “Putting the customer in the driver’s seat”. Akan tetapi 

dikemukakan oleh Nurmandi (1999 : 260) bahwa upaya untuk memberikan pelayanan 

yang baik dan menjangkau seluruh kelompok masyarakat kota yang bersifat 

heterogen merupakan tugas yang paling rumit. Sesuai dengan fungsi dan tugasnya, 

pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas kepada 

masyarakat. Pengertian kualitas berbeda dan bervariasi antara satu dengan yang lain 

baik dari yang konvensional sampai dengan yang strategik. Definisi kualitas yang 
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konvensional biasanya menurut  Gaspersz (1997 : 4) menggambarkan karakteristik 

langsung dari suatu produk seperti performansi dan mudah dalam penggunaan dan 

lain-lain. Definisi kualitas strategik menyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu 

yang memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Kualitas didefinisikan sebagai 

totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan (ISO 8402). Menurut 

Gaspersz  (1997 : 5) tentang kualitas mengemukakan sebagai berikut : 

a. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan 
langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan 
pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan 
produk itu. 

b. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau 
kerusakan. 

Dikemukakan juga oleh Salusu (1998 : 469) kualitas adalah penyesuaian 

terhadap persyaratan, yaitu persyaratan dari klien atau konsumen. Dari definisi diatas 

terlihat bahwa kualitas selalu berfokus pada pelanggan (konsumen) yang dlam hal ini 

adalah masyarakat. Dan produk maupun jasa yang diberikan lebih mengutamakan 

keinginan atau kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan menurut Supranto            

(1997 : 10) sebagai karateristik atau atribut barang atau jasa yang mewakili dimensi 

yang oleh pelanggan dipergunakan sebagai dasar pendapat mengenai jenis barang dan 

jasa. Kualitas ditentukan dari kepuasan pelanggan, artinya suatu produk maupun jasa 

yang dihasilkan baru dapat dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan keinginan 

pelanggan, dapat dimanfaatkan dengan baik serta diproduksi (dihasilkan) dengan cara 

yang baik dan benar. Karena kualitas pelayanan ditentukan oleh pelangganan, maka 

ada baiknya diketahui diketahui definisi tentang pelanggan. Freeport dan Maine 
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(dalam Gaspersz,1997 : 33) mengemukakan beberapa definisi tentang pelanggan, 

yaitu : 

a. Pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kita yang 
tergantung kepadanya. 

b. Pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. 
c. Tidak ada seorangpun yang pernah menang beradu argumentasi dengan 

pelanggan. 
d. Pelanggan adalah orang yang teramat penting yang harus dipuaskan. 

Agar pelanggan merasa puas, maka yang perlu diperhatikan adalah kualitas 

pelayanan. Karena seperti yang dikemukakan oleh Sugiarto (1999 : 39) bahwa suatu 

mutu/kualitas disebut sangat   baik jika penyedia jasa memberikan pelayanan yang 

melebihi harapan pelanggan dan mutu atau kualitas disebut baik jika penyedia jasa 

memberikan pelayanan yang setara dengan yang diharapkan oleh pelanggan, 

sebaliknya mutu disebut jelek jika pelanggan meperoleh pelayanan yang lebih rendah 

dari harapannya. Pelayanan menurut Sugiarto (1999 : 36) yaitu suatu tindakan yang 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan, tamu, klien, 

pasien, penumpang dan lain-lain) pada tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan 

oleh orang yang melayani maupun yang dilayani. Dikemukakan oleh Munir (1998 : 

16-17) bahwa proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang 

langsung inilah dinamakan pelayanan. 

Pelayanan yang dimaksudkan adalah pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah. Karena tugas dan fungsi pemerintah yang salah satunya adalah 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah memberikan   

pelayananh  yang terbaik atau yang disebut juga dengan pelayanan prima. Pelayanan 

prima menurut Sutopo dan Sugiyanti (LAN-RI : 1990) secara harafiah adalah 
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pelayanan yang sangat baik atas pelayanan yang terbaik. Pelayanan prima disebut 

juga pelayanan umum, Pengertian pelayanan umum menurut LAN-RI (1990 : 15) 

adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat, 

di Daerah, dan lingkungan  BUMN/BUMD dalam bentuk barang atau jasa baik dalam 

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

per Undang-Undangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari pelayanan prima, 

menurut Soetopo, (1999: 5) adalah sebagai berikut :    

a. Apabila dikaitkan dengan tugas pemerintah yang memberikan pelayanan 
kepada masyarakat, maka pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik dari 
pemerintah kepada pelanggan (masyarakat). 

b. Pelayanan priman bisa ada manakala ada standar pelayanan. 
c. Untuk instansi yang sudah mempunyai standar pelayanan, maka pelayanan 

prima adalah apabila tersebut mendekati standarnya. 
d. Apabila pelayanan selama ini sudah memenuhi standar, maka pelayanan 

prima berarti adanya terobosan baru, pelayanan yang melebihi standarnya. 
e. Untuk instansi yang belum mempunyai standar pelayanan, maka pelayanan 

prima adalah pelayanan yang dianggap terbaik oleh instansi yang 
bersangkutan. Usaha selanjutnya adalah menyusun standar pelayanan. 

 

Pelayanan prima diberikan oleh segenap aparatur pemerintah agar aparatur 

pemerintah dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (umum), Kantor 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan 

pedoman tatalaksana pelayanan umum, (dalam Sutopo 1999 : 13) yang menjadi acuan 

dalam pemberian pelayanan bagi instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. 

Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa pelayanan umum diatur dalam suatu tata 

laksanayang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Kesederhanaan dalam arti prosedur/tata cara pelayanan umum 
diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah 
dipahami dan mudah dilaksanakan. 
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b. Kejelasan dan kepastian dalam arti adanya kejelasan dan kepastian 
mengenai : 
- prosedur/tata cara  pelayanan umum 
- persyaratan pelayanan umum baik teknis maupun administratif. 
- Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan umum. 
- Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum 

berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan/kelengkapannya 
sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan umum. 

c. Keamanan dalam arti proses dan hasil pelayanan umum dapat memberikan 
keamanan dan kenyamanan serta memberikan kepastian hukum. 

d. Keterbukaan dalam arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan 
kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum, waktu 
penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan hal-hal lain yang berkaitan 
dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar 
mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun 
tidak diminta. 

e. Efisiensi dalam arti ; 
- pesyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang 

berkaitan langsung dengan pencapaian pelayanan dengan tetap 
memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk 
pelayanan umum yang diberikan. 

- Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan 
dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan 
persyaratan dari satua kerja/instansi pemerintah lain yang terkait. 

f. Ekonomis dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan 
secara wajar dengan memperhatikan  : 
- nilai barang dan jasa atau pelayanan umum tidak menuntut biaya 

tinggi diluar kewajiban. 
- Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum 
- Ketentuan perundang-undang yang berlaku. 

g. Keadilan yang merata dalam arti cakupan/jangkauan pelayanan umum 
harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan 
diperlukan secara adil. 

h. Ketepatan waktu  dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat 
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

 
Dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan hasil proses pemenuhan 

kebutuhan kepada pelanggan yang diberikan oleh pemerintah dan mereka merasa 

puas. 
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5. Faktor-faktor Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan 

Penyelenggaraaan pelayanan merupakan tugas, kewajiban dan fungsi dari 

pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota kepada rakyatnya. Hal 

ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Bryant (1987 : 245) bahwa tugas 

penting yang diletakkan dipundak pemerintah lokal ialah menyelenggarakan 

penyampaian pelayanan lokal. Pelayanan lokal yang dimaksud adalah pelayanan yang 

diberikan oleh Pemerintah Kota. 

Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pelayanan membentuk organisasi 

teknis yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Bryant (1987 

: 61) menggambarkan bahwa organisasi sebagai kelompok manusia yang berhimpun 

bersama untuk mencapai tujuan-tujuan atau melaksanakan tugas-tugas tertentu. 

Dengan demikian organisasi merupakan alat untuk melakukan sesuatu. 

Sebagai suatu organisasi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada 

masyarakat pasti memiliki perumusan misi, tujuan dan sasaran. Pengertian misi 

menurut Winardi (1997 : 117) merupakan sebuah deskripsi alasan bagi eksistensi 

sesuatu organisasi yang mencerminkan tujuan fundamentalnya. Ditambahkan 

kemudian bahwa misi merupakan prinsip yang mengarahkan, yang merangsang 

proses perumusan dan strategi. Dijelaskan juga oleh Kotler (dalam Salusu,                   

1998 : 121) bahwa misi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang 

diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang dapat ditawarkan, kebutuhan yang 

dapat ditangulanggi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang dapat 

diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita dimasa depan. Dengan demikian misi 

merupakan falsafah dasar dari organisasi dan juga sebagai pendorong lahirnya 
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aspirasi-aspirasi yang penuh motivasi, dengan kata lain misi adalah beban tanggung 

jawab moral yang harus dilakukan oleh suatu organisasi. 

Misi tidak sama dengan cita-cita karena cita-cita bersifat umum dan sering 

abstrak, dan sulit untuk direalisasikan, tetapi merupakan titik tolak untuk 

merumuskan misi (Salusu, 1998 : 123). Jangka waktu misi dibuat selama tiga sampai 

lima tahun dan dapat berubah kemudian dalam perumusannya hendaknya melibatkan 

semua kelompok dalam organisasi   tersebut. Karena Salusu,   (1998 : 124) dengan 

demikian akan menimbulkan rasa bangga sehingga membangkitkan L’esprit de corps 

yaitu semangat korp dalam organisasi. Misi pada setiap organisasi berbeda-beda, ini 

diungkapkan oleh Stoner (dalam Munir 1998 : 167) bahwa misi organisasi adalah 

sesuatu yang  unik, yang menempatkan organisasi itu berbeda dengan organisasi lain 

yang sejenis. 

Setelah suatu oragnisasi merumuskan organisasinya, maka diturunkan kedalam 

tujuan. Tujuan menurut Salusu (1998 : 133) dapat diartikan sebagai kondisi jangka 

panjang yang diinginkan, yang dinyatakan dalam istilah umum dan kualitatif dan 

yang mungkin hanya sebagian yang dapat dicapai. Tujuan dari suatu organisasi perlu 

dirinci sehingga akan tampak kapan dan berapa sasarannya. Salusu, membagi sasaran 

dalam organisasi yaitu : 

- Sasaran   primer, ialah yang hendak dicapai  oleh organisasi secara umum. 
- Sasaran sekunder, ialah yang dilaksanakan oleh unit-unit kecil dalam 

organisasi untuk merealisasikan sasaran primer tadi. 

Guna mencapai suatu tujuan suatu organisasi harus mempunyai sumber-

sumber daya baik itu biaya, sarana/prasarana, personil/manusia dan lain-lain yang 

didalam ilmu manajmen dikenal dengan 6 M yaitu ; Man, Materials, Machines, 
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Methods, Money dan Market. Sumber-sumber tersebut menurut Terry (dalam 

Winardi, 1986 : 3) dipersatukan dan ditetapkan secara harmonius sedemikian rupa, 

sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan ketentuan bahwa segala 

sesuatu berlangsung dalam batas-batas waktu usaha serta biaya yang ditetapkan. 

Pada umumnya, negara-negara yang baru berkembang kurang memiliki 

pengetahuan manajemen, hal ini ditegaskan oleh Bryant (1987 : 345) bahwa dinegara 

sedang berkembangpun, peranan yang dimainkan oleh pemerintah lokal amat lemah. 

Adapun kelemahan pemerintah lokal tersebut yaitu dalam sumber-sumber daya yang 

tersedia seperti yang telah tersedia seperti yang telah disebutkan. Sumber daya 

tersebut merupakan faktor pendukung dari keberhasilan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat. Kelemahan pemerintahan lokal bergantung kepada pendanaan 

atau pembiyaan yang ditegaskan  oleh Bryant White (1987 : 346) bahwa pemerintah 

lokal mengalami kekurangan biaya secara serius antara lain karena kewenangan 

mereka terbatas dalam pemungutan pajak. Dengan keadaan dan kelemahan yang ada 

pada pemerintah lokal menyebabkan organisasi-organisasi teknis yang memberikan 

pelayanan juga mengalami kendala, pendapata ini sejalan dengan yang dikemukakan 

Salusu (1996 : 137) bahwa didalam oragnisasi manapun, hampir dikatakan tidak akan 

pernah dijumpai sarana dan prasarana yang melimpah. 

Sarana pelayanan (Munir, 1998 : 119) adalah segala jenis peralatan, 

perlengakapan kerja dan fsilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu 

dalam proses pekerjaan dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-

orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu. Ditambahkannya bahwa 

fungsi sarana pelayanan tersebut antara lain : 
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a. mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat 
waktu. 

b. Meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa. 
c. Kualitas produk yang lebih baik/terjamin. 
d. Ketepatan susunan dalam stabilitas ukuran terjamin. 
e. Lebih mudah/sederhanan dalam gerak para pelakunya. 
f. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan. 
g. Menimbulkan perasaan puas bagi orang-orang yang berkepentingan 

sehingga dapat mengurangi sifat emosional mereka. 

Selanjutnya  dua faktor sarana pelayanan, yaitu : 

a. Sarana kerja berupa peralatan kerja, perlengkapan kerja dan perlengkapan 
bantu. 

b. Fasilitas kerja berupa fasilitas ruangan, telepon umum, dan alat panggil. 

Disamping faktor biaya dan sarana, maka faktor sumber daya manusia 

merupakan faktor yang paling menentukan maju mundurnya penyelenggaraan 

pelayanan. Manusia merupakan faktor dinamis terhadap kelancaran pelayanan, 

manusia yang dimaksudkan dalam penulisan ini yaitu personil Dinas Kebersihan 

yang bertugas memberikan pelayanan maupun masyarakat sebagai pengguna jasa 

pelayanan. Sebagai petugas pelayanan, mereka harus memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, menurut Terry (dalam Winardi 1986 : 10) yang mencakup kemampuan 

untuk bekerja dengan pihak lain, mengusahakan adanya kerjasama dari pihak-pihak 

yang berada didalam kelompok kerja, kemampuan untuk mengenal dan memiliki 

kemampuan untuk menvisualisasi perusahaan secara keseluruhan, untuk dapat 

melihat gambaran yang besar, untuk mengenal aneka macam fungsi yang terdapat 

dalam situasi atau keadaan tertentu. Sedang manusia sebagai masyarakat pengguna 

jasa pelayanan haruslah memiliki kesadaran. Kesadaran menurut Munir (1998 : 89) 

yaitu suatu proses berpikir melalui metode renungan, pertimbangan dan 

perbandingan, sehingga menghasilkan keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan 
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keseimbangan dalam jiwanya sebagai pangkal tolak untuk perbuatan atau tindakan 

yang akan dilakukan kemudian. Dan proses tersebut akan berjalan dan dipengaruhi 

oleh situasi lingkungan dimana ia berada. 

Menurut George, C. (1980 : 89).   teori pertukaran sosial memusatkan perhatian 

pada hubungan individu dengan lingkungannya. Inti teori ini ialah tingkah laku 

individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor lingkungan yang 

menghasilkan akibat-akibat atau perubahan terhadap perilaku. Landasan teori ini 

terletak pada transaksi ekonomis yang elementer dimana perilaku sosial merupakan 

hasil dari pertukaran ekonomis. Oleh karena itu manusia menurut Poloma (1987 : 61) 

mencoba memperbesar keuntungan dan memperkecil biaya. Penjelesannya bahwa 

seseorang terlibat dalam perilaku sosial untuk memperoleh imbalan atau menghidari 

dari hukuman. Dengan demikian kesadaran masyarakat akan tumbuh dan memiliki 

keikhlasan serta kesungguhan dalam disiplin untuk mentaati aturan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan 

harapan/keinginan (memiliki kualitas).          

 6. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang telah dilakukan oleh I Wayan Mudana (1998) pada Kantor 

Samsat di Kabupaten Malang mengatakan bahwa pelayanan aparatur pemerintah 

daerah dinilai masih rendah seharusnya diperlukan beberapa kebijakan yang dapat 

meningkatkan Kemampuan Sumberdaya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Kaho dkk (2000 : 187) menyimpulkan bahwa 

kurang optimalnya aparatur pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan 
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otonomi daerah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah ; (1) Kecilnya 

kemampuan keuangan daerah, (2) Kurangnya kemampuan aparatur pemerintah 

daerah, (3) Terlalu luasnya kewenangan daerah tingkat propinsi, (4) Keadaan infra 

struktur yang tidak mendukung.   

B. Kerangka  Berpikir 

Dalam banyak hal birokrasi pemerintah gagal mewujudkan kinerja pelayanan 

publik yang baik. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, birokrasi pemerintah 

telah gagal dalam merespon dinamika politik dan ekonomi sehingga pelayanan publik 

cenderung menjadi tidak efisien dan tidak responsif. Bahkan berbagai bentuk patologi 

birokrasi telah berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Akibatnya 

muncul banyak praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme dalam penyelenggaraan 

pelayanan yang amat merugikan masyarakat. 

Kinerja pelayanan publik yang buruk ini adalah hasil dari kompleksitas 

permasalahan yang ada ditubuh birokrasi Indonesia, seperti pertama tidak ada sistem 

insentif untuk melakukan perbaikan. Kedua buruknya tingkat diskresi atau 

pengambilan inisiatif dalam pelayanan publik, yang ditandai dengan tingkat 

ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (rule driven) dan petunjuk pimpinan 

dalam melakukan tugas pelayanan. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh 

birokrasi pemerintah digerakkan oleh peraturan dan anggaran bukan digerakkan oleh 

misi. Dampaknya adalah pelayanan menjadi kaku dan tidak inovatif sehingga tidak 

mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat yang selalu berkembang. Ketiga 

budaya paternalisme yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai 
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prioritas utama atau sebagai pihak yang paling dominan, bukan kepentigan 

masyarakat.  

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem 

ketertiban dimana masyarakat  bisa menjalani kehidupan secara wajar. Dalam ilmu 

pemerintahan, Ndraha (2000:7) mengemukakan bahwa:  

Sebagai unit kerja publik, pemerintah bekerja guna memenuhi (memproduksi, 
mentransfer, mendistribusikan) dan melindungi kebutuhan, kepentingan dan 
tuntutan pihak yang diperintah sebagai konsumer dan sovereign, akan jasa-
publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan.  

 
Bertitik tolak dari uraian itu, maka dapat disimpulkan secara garis besar terdapat 

4 (empat) cara yang digunakan untuk mengukur pelayanan kepada masyarakat, yaitu 

cepat, adil, baik dan murah. Seperti yang dikemukakan oleh Ndraha (1997: 64) antara 

lain : cepat (faster), adil (fairer), baik (better), dan murah (cheaper). 

Dengan demikian, masyarakat sebagai konsumer produk-produk pemerintahan 

berhadapan dengan pemerintah sebagai produsen dan distributor dalam posisi sejajar, 

yang satu tidak berada dibawah yang lain. Posisi yang diperintah sebagai konsumer 

erat sekali berkaitan dengan posisi sovereign dan melalui posisi sebagai sovereign, 

masyarakat memesan, mengamanatkan, menuntut dan mengontrol pemerintah, 

sehingga jasa publik dan layanan civil bisa dirasakan oleh setiap orang pada saat 

dibutuhkan dalam jumlah dan mutu yang memadai. Berkaitan  dengan  hal  tersebut, 

maka pemerintah dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang menyelenggarakan 

tugas negara, hal tersebut dipertegas oleh  Ndraha (1997:21), bahwa : Suatu 

kerjasama kelompok dan lingkungan pemerintah ; 

1. Meliputi cabang pemerintahan-eksekutif, legislatif dan yudikatif serta 
hubungan diantara mereka ;  
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2. Mempunyai peranan penting dan perumusan kebijaksanaan umum/ negara 
dan oleh karenanya merupakan sebagian dari proses politik ; 

3. Dalam beberapa hal berbeda dengan administrasi private ; 
4. Sangat erat kaitannya dengan berbagai kelompok swasta dan perorangan 

dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat. 
 

Dalam proses implementasi kebijakan dilapangan, ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Faktor-faktor itu 
menurut Wahab (2001 : 93) adalah : (1) Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi; 
(2) Dukungan publik/masyarakat; (3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki 
kelompok; (4) Dukungan dari pejabat atasan; dan (5) Komitmen dan 
kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana.  

 
Keberhasilan sebuah kebijakan juga ditentukan oleh dukungan dan partisipasi 

dari masyarakat, sehingga dengan suka rela melaksanakan suatu kebijakan yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Wahab (2001 : 141), selanjutnya mengemukakan faktor-

faktor yang mempengaruhi anggota masyarakat dalam pelaksanaan  suatu kebijakan 

adalah : 

Pertama, Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melaksanakan suatu 
kebijakan publik; (1) respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan 
keputusan-keputusan badan pemerintah; (2) adanya kesadaran untuk menerima 
kebijakan; (3) adanya keyakinan suatu kebijakan itu dibuat secara sah, 
konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu 
serta melalui prosedur yang benar; (4) adanya kepentingan pribadi; (5) adanya 
kekuatan hukuman-hukuman tertentu bila tidak dilaksanakan kewajiban; (6) 
masalah waktu. Kedua, Faktor-faktor masyarakat tidak melaksanakan kebijakan 
: (1) kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai masyarakat; (2) adanya 
konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum; (3) keanggotaan seseorang 
dalam suatu perkumpulan atau kelompok; (4) keinginan untuk mencari untung 
yang cepat; (5) adanya ketidak pastian hukum. 
 
Lebih lanjut Wahab menjelaskan bahwa  jumlah aparatur yang memberikan 

pelayanan, peralatan dan fasilitas sarana prasarana cukup tersedia. Di lain pihak 

peralatan kerja sangat dibutuhkan dalam menunjang aktivitas kedinasan maupun ke 

masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Wahab (2001 :  62) bahwa : 
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Peralatan disini adalah setiap benda atau alat yang dapat digunakan untuk 
memperlancar pekerjaan atau kegiatan Pemerintah Daerah … seperti alat-alat 
kantor, alat-alat komunikasi dan transformasi dan sebagainya. 

 
 Dengan demikian maka tersedianya sarana prasarana seperti  mobil dinas 

patroli, motor dinas patroli, komputer, palu tok dan ruang kerja dan kelengkapannya 

justru akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Wyckof (dalam Tjiptono, 1996 : 59) menambahkan bahwa efektifitas pelayanan 

publik, tingkat keunggulannya dinilai dari persepsi publik terhadap kualitas layanan, 

bukan hanya dari nilai standar yang dibentuk institusi.  

Secara skematis model analisis yang akan dilakukan dalam mengkaji faktor 

pada Implementasi Kebijakan Pelayanan Perijinan Usaha di Kota Baubau dapat 

digambarkan dalam bentuk model sebagai berikut : 

 

Gambar : 2.2  (Model Kerangka Pikir) 

 

 

 

 

 

 

 

Kebijakan dan 

Peraturan 

Implementasi             
Kebijakan  : 

 
1   Kebijakan terlaksana 

dengan baik  
2.  Dukungan Masyarakat  

/ Publik 
3. Sarana dan Prasarana 
 

 
Wahab 2001 

Pelayanan Publik  : 
 

1. Lebih Adil (Fairer). 

2. Lebih Cepat (Faster). 

3. Lebih Sederhana Murah  
(Cheaper). 

4. Lebih Baik (Better). 

 

Ndraha 1997 
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C. Definisi Konsep   

Untuk memberikan kejelasan dan pemahaman mengenai variabel penelitian 

yang digunakan, maka dirumuskan definisi konsep dari setiap variabel sebagai 

berikut: 

1. Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai suatu proses untuk melaksanakan 

keputusan kebijaksanaan berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, 

Keputusan Peradilan yang dalam penelitian ini dikaji dari beberapa dimensi 

yaitu  1). Kebijakan yang diterapkan, 2). Dukungan Masyarakat, 3). Sarana dan 

Prasarana. 

2. Kebijakan terlaksana dengan baik didefinisikan sebagai kebijakan dan peraturan 

yang dilakukan oleh Sekretariat Pelayanan Perijinan Terpadu dikaji dari 

dimensi yaitu pelayanan perijinan usaha yang dilaksanakan. 

3. Dukungan masyarakat/publik didefinikan sebagai dukungan dan partisipasi dari 

masyarakat, sehingga dengan suka rela melaksanakan suatu kebijakan yang 

ditetapkan oleh pemerintah 

4. Sarana dan prasarana fisik didefinisikan sebagai sarana dan prasarana fisik yang 

dimiliki oleh Sekretariat Pelayanan Perijinan Terpadu Kota  Baubau dikaji 

beberapa dimensi  yaitu antara lain : Bangunan Kantor Sekretariat Pelayanan 

Perijinan Terpadu Kota Baubau,  Mobil operasional lapangan, serta sarana 

perkantoran terdiri dari meja, kursi, komputer, dan lain-lain. 

5. Pelayanan publik didefinisikan sebagai pelayanan yang diberikan untuk 

mencapai hasil mencakup berbagai faktor di dalam ataupun di luar organisasi 

Sekretariat Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Baubau kepada masyarakat yang 
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dalam penelitian ini dikaji dari beberapa dimenasi yaitu : 1).Lebih Adil 

(Fairer). 2). Lebih Cepat (Faster). 3). Lebih Murah  (Cheaper). 4). Lebih Baik 

(Better). 

6. Lebih adil didefinisikan sebagai cakupan/jangkauan pelayanan harus 

terdistribusi secara merata dan jangkauan pelayanan umum harus diusahakan 

seluas mungkin dan diperlukan secara adil. 

7. Lebih cepat didefinisikan sebagai pelaksanaan pelayanan umum dapat 

diselesaikan pada waktu yang ditentukan. 

8. Lebih sederhana didefinisikan sebagai pelayanan kepada masayarakat  tidak 

berbelit-belit dan harga dapat terjangkau oleh masyarakat serta pelayanan yang 

lancar, atas  jasa yang disediakan kepada masayarakat. 

9. Lebih baik  didefinisikan sebagai pelaksanaan pelayanan umum dapat 

diselesaikan sesaui proses pelayanan kepada masyarakat serta hasil pelayanan 

dapat diselenggarakan secara mudah, lancar, mudah dipahami dan mudah 

dilaksanakan. 
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BAB   III                                                                                          

METODE  PENELITIAN 

A. Desain  Penelitian.  

Desain penelitian ini adalah kualitatif, yang menurut Garna (1999:32) bahwa : 

“Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya guna 

memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tak memerlukan kuantifikasi, atau 

gejala-gejala tersebut tak memungkinkan diukur secara tepat.” 

Metode kualitatif dalam penelitian ini, seperti yang juga dikemukakan oleh 

Ndraha (1997:23) yaitu : “Berusaha mengungkapkan sasaran atau obyek pengamatan 

sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi, tanpa diarahkan atau direkayasa.” Guba dan 

Wolf menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai penelitian 

naturalistik sebab peneliti menyelidiki peristiwa yang terjadi secara alamiah atau 

natural (Moleong, 1990 : 112). 

Mengacu pada pengertian penelitian kualitatif, Bogdan dan Biklen (1982:135) 
memberikaan ciri khusus sebagai berikut : (1) penelitian kualitatif dilakukan 
pada latar alamiah sebagai sumber langsung dan peneliti merupakan instrumen 
kunci, (2) bersifat deskriptif yaitu menggambarkan situasi tertentu atau data 
yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar-gambar dari angka-angka, 
(3) lebih memperhatikaan proses dari pada hasil atau produk semata, dan (5) 
makna merupakan hal yang esensial bagi penelitian kualitatif. 
 
Data-data tersebut dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau penggambaran 

situasi yang menunjukan kajian ini lebih memperhatikan proses terjadinya semua 

kegiatan.  Dari analisis tersebut dilakukan pengambilan kesimpulan untuk mengambil 

makna dari rangkaian kegiatan penelitian. Penelitian kualitatif berusaha 

mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistik 
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kontekstual) melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri 

peneliti sebagai instrumen kunci. 

Penelitian ini berfokus pada bidang pelayanan publik, yakni bagaimana analisis 

implementasi kebijakan pelayanan perijinan usaha di Kota Baubau, maka desain 

penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti 

memilih metode penelitian kualitatif.  Secara mendalam dapat diketahui penjelasan 

yang bermakna tentang analisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Perijinan Usaha 

di Kota Baubau, sebagai instrumen penelitian maka peneliti melakukan observasi atau 

pengamatan secara langsung, pedoman wawancara dan alat rekam berupa tape 

rocorder. 

Dengan penelitian kualitatif, peneliti melakukan pengamatan perilaku informan 

apa adanya terhadap lingkungannya sendiri, peneliti langsung dilapangan, serta 

peneliti mendengar secara langsung informan berbicara sebenarnya tentang dirinya 

(mereka) sesuai dengan prespektif masing-masing. 

 
B. Informan Penelitian  

Informan orang yang diwawancarai (interview) bebas nonstruktur, yang 

merupakan sumber data utama. Kegiatan ini dilakukan melalui melihat, mendengar 

dan bertanya secara langsung kepada informan kunci yaitu masyarakat yang sedang 

menerima pelayanan dari Sekretariat Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Baubau. 

Selain itu mengamati (observasi)  sikap dan tingkah laku informan  secara langsung 

saat menerima layanan, sehingga keberadaannya dalam penelitian merupakan suatu 

unsur yang sangat penting dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan penelitian. 
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Untuk itu yang dijadikan informen inti dalam penelitian ini adalah masyarakat 

sebanyak 10 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat dan masyarakat, untuk 

mendalami penelitian ini peneliti menggunakan informan pendukung adalah                      

1). Kepala Sekretariat  Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Baubau, 2). Kepala  Bagian 

Tata Usaha, 3). Kepala Seksi dan 4). Staf Sekretariat Pelayanan Perijinan Terpadu 

berjumlah 12 Orang yang memahami permasalahan penelitian.  

C.  Instrumen Penelitian       

 Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengambil dan 

mengumpulkan data atau informasi. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder.  Garna (1999:33) menyebutkan bahwa : 

“Instrumen penelitian ialah manusia itu sendiri, artinya peneliti terlebih dahulu perlu 

sepenuhnya memahami dan bersifat adaptif terhadap situasi sosial yang dihadapi 

dalam penelitian itu.”Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder.        

 Data primer diperoleh dari informen menggunakan instrumen wawancara 

mendalam dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang Kantor 

Sekretariat Pelayanan Perijinan Terpadu. Data sekunder diperoleh dari literatur-

literatur yang berhubungan dengan kajian penelitian, dimana data sekunder ini 

diperoleh dengan menggunakan isntrumen pedoman review dokumen (document 

review).  

 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

12/40676.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



 51

 D. Prosedur  Pengumpulan  Data 

 Untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat maka teknik yang 

digunakan adalah sebagaimana diungkapkan Lofland (1984 : 43), sumber data utama 

dalam penelitian  kualitatif  adalah  kata-kata  dan  tindakan,  selebihnya  adalah  

data-data tambahan.  Sumber data utama dalam penelitian kualitatif  adalah 1). 

Dokumen/Laporan-laporan, 2). Interviuw, 3). Observasi. Selaras dengan pendapat 

tersebut, maka data-data utama dalam penelitian ini berupa kata-kata serta tindakan, 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, yaitu. 

1. Teknik Wawancara. Menurut Lincoln dan Guba (1985 : 35), wawancara 

mendalam adalah percakapan yang biasanya dilakukan dua orang (tetapi 

kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh seseorang dengan tujuan 

memperoleh keterangan.  Nasution (1988 : 56) memberikan pengertian lebih 

rinci, yaitu suatu percakapan bermakna dilakukan antara dua orang atau lebih 

diarahkan oleh seorang dengan tujuan untuk mengetahui pendapat, persepsi, 

perasaan, pengetahuan, pengalaman dan penginderaan seseorang. 

2. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan langkah-

langkah wawancara antara lain : (1) menetapkan  kepada siapa wawancara 

dilakukan, (2) menyiapkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi 

pembicaraan, (3) membuka alur wawancara, (4) melakukan wawancara sebagai 

pokok kegiatan, (5) merekam wawancara dan menuliskannya sebagai catatan 

lapangan, (6) mensingkronkan hasil wawancara dengan kenyataan di lapangan 
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dan (7) menindaklanjuti hasil wawancara yang diperoleh.  Dalam hal ini yang 

dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan 

Pelayanan Perijinan Usaha di Kota Baubau” 

3. Untuk mendukung data yang didapatkan dengan teknik wawancara dan 

observasi, maka digunakan adalah melakukan studi doukumen seperti laporan , 

data pembayaran pengurusan ijin yang terjadi pada waktu penggalian data.   

E.  Metode Analisa Data 

 Metode analisa data di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data 

kualitatif. Secara kualitatif maksudnya adalah jawaban informasi yang disampaikan 

oleh informan. Analisis data adalah proses pengaturan dan pelacakan secara 

sistematis  semua  transkrip  wawancara,  catatan  lapangan  dan  materi-materi 

lainnya yang telah ditulis peneliti selama proses pengumpulan data (Bogdan dan 

Biklen,  1982 :321).  Hal ini senada dengan yang dikemukakan Muhajir (1993 : 78), 

analisa data adalah upaya mencari dan menata secara sitematis catatan hasil, 

wawancara dan sejenisnya untuk meingkatkan pemahaman peneliti tentang kasus 

yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain, yang selanjutnya 

dengan upaya mencari makna (meaning). 

Data kualitatif dalam bentuk kata-kata atau paragraf-paragraf yang dinyatakan 

dalam bentuk deskriptif.  Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan 

adalah teknik deskriptif.  Penerapan ini menurut Miles dan Huberman yang dikutip 

oleh Rohendi (1992 : 45) dilakukan dalam tiga alur kegiatan yang merupakan satu 
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kesatuan yang saling berkaitan yaitu : (1) penyajian data dan (2) penarikan 

kesimpulan.   

Pengolahan data dengan dianalisis dan dideskripsikan secara kualitatif, ini 

sejalan dengan pendapat Bogdan Tailor (1993:173) bahwa “metode kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa  kata-kata  tertulis 

maupun yang diucapkan dari para informan yang diamati “. 

Pengolahan data dan proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah 

ditentukan dalam catatan lapangan, dokumen, gambar, dan lain-lain, kemudian 

dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusun 

dalam satuan-satuan, satuan itu dikategorikan pada langkah sebagai berikut:  

1.  Teknik Pengujian Keabsahan Data. 

Menurut Moleong (1999:188) pengujian keabsahan data didasarkan atas : 

“kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas), kebergantungan dan kepastian.” Dengan 

demikian data yang diperoleh harus dapat dipercaya, dapat diterapkan pada semua 

konteks dalam populasi yang sama. Lebih lanjut dikatakan pengujian keabsahan data 

ditempuh dengan : perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi 

(pengecekan dan pengecekan ulang data dengan data dari sumber lainnya) dan 

kecukupan referensial. Khususnya untuk penelitian ini penulis lebih menekankan 

pada teknik triangulasi dan diskusi dengan rekan sejawat. 

Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber (pengamatan,wawancara, studi kepustakaan, dan 

arsip).  Paton (dalam Moleong, 1998:178) mengatakan bahwa triangulasi dengan 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

12/40676.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



 54

sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan atau 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan peneliti dan data hasil wawancara 

dengan informan. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu (setiap hari). 

d.  Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat/masyarakat biasa, orang 

yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang 

pemerintahan. 

e.   Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

2.  Teknik Penafsiran Data. 

Sebagaimana penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Moleong (1999:198), 

data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menerapkan prosedur sebagai berikut  

“(1) analisis deskriptif dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan 

dengan tujuan ; (2) penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman 

pada teori-teori yang sesuai.” Mengacu pada pendapat tersebut, maka dalam 

penelitian ini, data yang sudah dikumpulkan diolah dan diinterpretasikan secara 

kualitatif dengan maksud menjawab masalah penelitian. Data tersebut ditafsirkan 
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menjadi kategori-kategori yang berarti menjadi bagian dari hasil penelitian yang 

didukung dengan  teori yang diformulasikan secara deskriptif.  

3. Tehnik Penarikan kesimpulan.  

Merupakan proses penyusunan kesimpulan dan pembuatan keputusan dari hasil 

analisis sebelumnya yang disesuaikan dengan pertanyaan penelitian.  
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BAB   V 

SIMPULAN  DAN  SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka 

pada bab ini disimpulkan sebagai berikut. 

1. Bahwa implementasi kebijakan pelayanan perijinan usaha sebelum Sekretariat 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Baubau dibentuk, pelayanan diberikan 

kepada masyarakat masih terpencar atau dilakukan pada dinas atau instansi 

teknis masing-masing, hal ini menunjukan hasil yang belum maksimal namun 

setelah pembentukan Sekretariat Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota 

Baubau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menunjukan 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

2. Bahwa hubungan dan hambatan dalam implementasi kebijakan pelayanan 

perijinan usaha sebelum Sekretariat Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Baubau 

saling mempengaruhi meskipun dalam memberikan pelayanan perijinan usaha 

kepada masyarakat masih adanya hambatan-hambatan namun terus diutamakan 

dan mendahulukan kualitas pelayanan dalam setiap kegiatan usaha bagi 

masyarakat. 

3.  Aspek-aspek yang mempengaruhi perwujudan pelayanan terpadu satu pintu 

dalam pelaksanaan pelayanan perizinan usaha di Kota Baubau disebabkan oleh 

faktor yaitu : Faktor kualitas sumber daya aparat, Pesatnya perkembangan ilmu 

dan teknologi semakin membuka lebar katub informasi.  
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B. Saran 

1. Perlu peningkatan kapasitas status Sekretariat Pelayanan Perijinan Terpadu 

menjadi sebuah organisasi semacam Badan atau Dinas tekhnis yang 

membidangi masalah pelayanan perijinan kepada masyarakat, sehingga aparat 

yang ada pada unit tersebut mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dan 

akan menimbulkan kompetisi terhadap pegawai yang lain untuk ditempatkan 

pada kantor Sekretariat Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Baubau. 

2. Untuk memperlancar dan mengatasi hambatan yang terjadi pada Sekretariat 

Pelayanan perijinan Terpadu di Kota Baubau, perlu pembaharuan dalam 

birokrasi penataan kewenangan birokrasi pemerintah serta nilai-nilai yang ingin 

dicapai dalam organisasi dengan memberikan kewenangan kepada kepala 

Sekretariat Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Baubau untuk menandatangani 

semua permohonan pengurus ijin setelah mendapatkan paraf dari staf teknis 

yang ditempatkan di Sekretariat Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Baubau.  

3. Perlu meningkatkan kualitas sumber daya aparat  yang berhubungan dengan 

perijinan usaha melalui kegiatan diklat dan latihan lainnya, sehingga pada 

tataran pelaksanaan diharapkan dalam jangka panjang adalah fungsi pelayanan 

masyarakat yang optimal karena demi kepentingan aparat pemerintah itu sendiri 

dan masyarakat. 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEGAWAI  
Informen Kunci : 

 
1. Menurut Bapak/Ibu Bagaimanakah jenis pelayanan Perijinan usaha  di Kota 

Baubau sebelum pembentukan sekretariat  pelayanan perijianan Terpadu...? 
 

2. Menurut Bapak/Ibu Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan 
perijinan usaha pada Sekretariat Pelayanan Perijinan Terpadu...? 

 
3. Menurut Bapak/Ibu Apakah proses pelayanan perijinan usaha langsung 

ditangani oleh pihak sekretariat atau melibatkan pihak lain.  
 
4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana prosedur pelaksanaan penyelesaian penerbitan 

perijinan usaha di dalam kantor Sekretariat Pelayanan Perijinan terpadu Kota 
Baubau...? 

 
5. Menurut Bapak/Ibu bagaimana realisasi penyelesaian penerbitan dokumen 

perijinan usaha setelah terbentuknya Sekretariat Pelayanan Perijinan Terpadu 
Kota Baubau..? 

 
6. Menurut Bapak/Ibu bagaimana penerapan kebijakan pelayanan perijinan 

usaha pada Sekretariat Pelayanan Perijianan Terpadu di Kota Baubau...? 
 
7. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah keadaan  sarana prasarana fisik yang 

tersedia untuk operasional tugas pegawai Sekretariat Pelayanan Perijinan 
Terpadu Kota Baubau.  

 
8. Menurut Bapak/Ibu Apakah Bangunan Kantor Sekretariat Pelayanan Perijinan 

Terpadu Kota Baubau cukup repsentatif dalam memberikan pelayanan 
perijinan Usaha  kepada masyarakat.  

 
9. Apakah setiap pegawai  Kantor Sekretariat Pelayanan Perijinan Terpadu Kota 

Baubau  memiliki kendaraan dinas dalam melaksanakan tugasnya. 
 

10. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu apakah penempatan pegawai pada Kantor 
Sekretariat Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Baubau sudah sesuai dengan 
tugas yang diserahkan.  

 
11. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan  jumlah staf yag ditempatkan pada 

Kantor Sekretariat Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Baubau utamanya para 
seksi-seksi. 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK  MASYARAKAT 
Informen Pendukung : 

 
1. Bagaimana pendapat Anda tentang pembentukan Sekretariat Pelayanan 

perijinan Terpadu Kota Baubau..? 
 
2. Menurut Anda bagaimana dengan keadaan sarana prasarana yang dimilki oleh 

Sekretariat Pelayanan Perijinan terpadu Kota Baubau 
 
3. Menurut Anda apakah penerapan kebijakan terlaksana dengan baik tentang 

pelayanan perijinan  IMB dan ijin lainnya sudah adil terhadap pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat 

 
2. Menurut Anda apakah pelayanan yang diberikan oleh pegawai Sekretariat 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Baubau selesai sesuai  waktu yang 
ditentukan  

 
3. Menurut Anda apakah setiap pegawai Sekretariat Pelayanan Perijinan Terpadu 

Kota Baubau sudah lebih cepat atas pelayanan yang diberikan. 
 
4. Menurut Anda bagaimana respon pegawai Sekretariat Pelayanan Perijinan 

terpadu Kota Baubau dalam hal dalam pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat. 

 
5. Menurut Anda apakah setiap rekomendasi IMB dapat diselesaikan dengan baik 

oleh pegawai Sekretariat Pelayanan Perijinan terpadu Kota Baubau. 
 
6. Bila melaksanakan pelayanan, bagaimana keterlibatan masyarakat, mohon 

penjelasan? 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
 

NO NAMA INFORMEN PERNYATAAN 

  

Kepala Sekretariat 

Pelayanan Perijinan 

Terpadu Kota Bau-Bau 

Semua jenis pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat dilayani oleh kantornya masing-
masing sesuai dengan jenis urusan yang akan 
diurus oleh masyarakat begitu juga soal 
pungutannya diserahkan kepada kebijakan yang 
ditentukan oleh kantor masing-masing dengan 
berpatokan pada ketentuan aturan yang sudah 
ada.(Wawancara dengan Kepala Sekretariat, 
Tanggal 5 April 2010). 
 
Sekretaraiat Pelayanan Perijianan Terpadu 
dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Baubau 
dengan maksud untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan 
murah, namun dalam pelaksanaannya masih 
sering terjadi keterlambatan oleh karena kami 
tidak mempunyai kewenangan untuk menanda 
tangani urusan yang dibutuhkan oleh 
masyarakat. Kewenangan penanda tanganan 
tersebut masih berada pada Dinas atau Instansi 
Masing-masing dan Walikota. (Wawancara 
dengan Kepala Sekretaraiat, Tanggal 8 April 
2010) 
 
”Dari segi pelayanan penerbitan Kebijakan 
peraturan pelayanan IMB 2.Kebijakan 
peraturan perijinan SITU dan ijin lainnya   pada 
umumnya Staf kami selalu memprioritaskan 
pemohon pertama lalu berikutnya sesuai dengan 
petunjuk pimpinan. Pada kantor kami hanya ada 
beberapa petugas khusus yang mengurusi 
pelayanan penerbitan dokumen sesuai dengan 
keahliannya atau legalitas yang mereka miliki. 
Kondisi ini nampaknya terkait dengan 
penerapan pelayanan perijinan yang syarat 
dengan sanksi hukum.” (Wawancara Kepala 
Sekretarait Kota Baubau, tanggal 17 April 
2010) 
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NO NAMA INFORMEN PERNYATAAN 

 Kepala Sekretariat 

Pelayanan Perijinan 

Terpadu Kota Bau-Bau 

”Fasilitas dalam pelayanan baik di dalam kantor 
dinas  maupun di sekitar lingkungan kantor 
Sekretariat Pelayanan Perijinan Kota Baubau 
relatif terbatas, belum sesuai dengan standar 
fasilitas. Kendalanya adalah minimnya 
anggaran yang tersedia serta terbatasnya 
kapasitas ruang pelayanan. Pemenuhan standar 
fasilitas juga terkait dengan kebutuhan staf 
pengelola. Semua bermuara pada 
penganggaran. Saya pikir kuncinya adalah 
komitmen pimpinan wilayah, dengan 
persetujuan legislatif karena pihak kami hanya 
bisa mengusulkan anggaran untuk pengadaan 
sarana dan prasarana fisik. (Wawancara dengan 
Kepala Sekretaraiat Kota Baubau, tanggal 28 
Mei 2010). 
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NO NAMA INFORMEN PERNYATAAN 

 Kasubag. TU Petugas yang ditempatkan pada Sekretaraiat 
Pelayanan Perijinan Terpadu sebagian pegawai 
honor, pegawai baru, pegawai yang tidak 
menguasai permasalahan tentang perijinan. 
Mereka ditugaskan langsung berhadapan 
dengan masyarakat meskipun dengan 
pengetahuan dan pengalaman yang pas-pasan. 
(wawanacara dengan Kasubag. TU. Tanggal 7 
April 2010).        
 
Jabatan-jabatan yang ada pada Sekretaraiat 
Pelayanan Perijianan Terpadu hanya merupakan 
mekanisme kerja untuk memperlancar 
pelayanan perijinan kepada masyarakat. Jabatan 
tesebut tidak mempunyai eselon struktural 
sebagaimana pada organisasi yang berbentuk 
Kantor atau Badan. Begitu pula dengan personil 
yang ada khususnya unsur teknis yang 
ditempatkan pada Sekretaraiat Pelayanan 
Perijianan Terpadu masih merupakan personil 
masing-masing yang sebagain sebagai tenaga 
magang/honorer.(Wawancara, dengan Kepala 
Bagian Tata Usaha, Tanggal 10 April 2010). 
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NO NAMA INFORMEN PERNYATAAN 

 Kepala Seksi “ bahwa penerapan kebijakan dan peraturan 
pada pelayanan kebijakan peraturan atas , 
Kebijakan peraturan pelayanan IMB  dan 
Kebijakan peraturan perijinan SITU dan ijin 
lainnya  yang dilakukan  oleh aparatur 
kehutanan sudah sesuai dengan prosedur yang 
ditetapkan. Secara umum penerapan kebijakan 
pada penerbitan berdasarkan standart 
pelayanan yang terdistribusi pada kedua 
kebijakan tersebut.’ (Wawancara Kepala Seksi 
, tanggal 15 April 2010) 

 

”Pelayanan penerbitan dokumen seperti IMB, 
SITU dan ijin lainnya dikota Baubau yang 
diterbitkan Sekretariat Pelayanan Perijinan 
Terpadu Kota Baubau yang dilakukan oleh 
pegawai menjaminkan sesuatu yang lebih baik 
dan memiliki kepastian hukum karena dalam 
pengurusan dokumen penerbitan tersebut 
syarat dengan sanksi hukum artinya apabila 
terjadi pelanggaran atas dokumen tersebut 
maka pemilik dokumen langsung berhubungan 
dengan hukum.” (Wawancara dengan aparatur 
(Kasi ..................), tanggal 4  Juni 2010) 
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Staf Sekretariat Pelyanan 
Perijinan Terpadu  

Dalam memberikan pelayanan dan memenuhi 
keinginan masyarakat kami berharap agar 
masyarakat mendukung dan berpartisipasi 
dengan membuka kesadaran untuk senantiasa 
agar pegawai sekretariat bisa bekerja dengan 
maksimal, sehingga dengan terbentuknya 
sekretariat pelayanan perijinan terpadu dapat 
memberikan pelayanan yang masimal. 
(wawancara dengan Staf Sekretariat Pelayanan 
Perijinan, Tanggal 23 Mei 2010).  
 
“bahwa selama ini kami belum mempunayi 
dana khusus untuk melakukan monitoring ke 
lapangan namun  kami akan menjadwalkan 
pemantau terhadap efektitifitas pelayanan ini 
secara berkala pada masa yang akan datang”. 
(wawancara, Staf Sekretariat Pelayanan, 
Tanggal 24 Mei 2010). 
 
”Salah satu masalah yang cukup berarti dalam 
kota untuk mengawasi bangunan-bangunan liar 
yang belum memiliki IMB dan ijin lain yang 
dipersyaratkan sementara tidak ada  kendaraan 
opersional lapangan yang tersedia dan kita 
harus menggunakan motor pribadi, padahal di 
dalam kota saja banyak bangunan liar yang 
dibangun dan belum memiliki IMB. Hal ini 
sangat merugikan daerah atau bahkan negara 
artinya kalau tidak memiliki dokemen berarti 
membiarkan hak negara dirampas begitu saja.” 
(Wawancara dengan salah seorang Staf 
Sekretariat, tanggal 29 Mei 2010). 
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Tokoh Masyarakat, 

Program Pemerintah Kota Baubau dalam 
memberikan pelayanan umum satu atap kepada 
masyarakat dengan membentuk sekretariat 
pelayanan perijinan sangat baik dan akan 
memberikan pelayanan yang efektif dan efisien 
serta dapat dijangkau oleh semua lapisan 
masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya ada 
hal-hal yang perlu diperbaiki terutama 
mekanisme kerja dan perilaku aparat yang 
kurang mendukung pelaksanaan kebijakan 
tersebut. (Wawancara dengan Tokoh 
Masyarakat, Tanggal 21 April 2010). 

 

Sekretariat Pelayanan Perijinan Terpadu Kota 
Baubau memberikan informasi tersebut dalam 
bentuk pengumuman yang ditempelkan pada 
papan informasi yang diletakan pada kantor 
Sekretariat Pelayanan Perijinan Terpadu Kota  
Baubau atau pamflet/brosur yang diberikan 
kepada setiap masyarakat yang berurusan 
dengan pihak Sekretariat Pelayanan Perijinan 
Terpadu Kota Baubau. Dengan kenyataan ini 
memberikan kesan yang tidak prima atas 
pelayanan yang diberikan.” (Wawancara 
dengan Tokoh masyarakat, tanggal  21 Mei  
2010) 
 

”Untuk memastikan pelayanan perijina yang lebih 
baik pada Sekretariat Pelayanan Perijinan Terpadu 
Kota Bau-Bau maka yang menjadi prioritas adalah 
keamanan dalam kepastian hukum bagi pelayanan 
penerbitan dokumen perijinan biasanya petugas 
terlebih dahulu diperiksa oleh pegawai sehingga 
tingkat kesalahan hukum sangat minim, sebab jika 
tidak lakukan hal demikian akan memberika 
pelanggaran hukum bagi pemohon dan 
menjerumuskan semua pihak yang terlibat kedalam 
kasus hukum. (Hasil wawancara dengan masyarakat 
(Tokoh masyarakat), tanggal 9  Juni   2010). 
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Masyarakat/ Pengusaha 

Kalau pelayanan yang kami berikan tidak sesu
dengan keinginan masyarakat harap maklum
Bagaimana kami bisa bekerja dengan maksim
untuk fasilitas kerja saja minim, kendaraa
operasional tidak ada, dana rutin yang minim
yang lebih parah lagi kalau semua urusan  haru
disiapkan sendiri. (Wawancara dengan a
masyarakat, Tanggal 25 Mei 2010).  

 

”Pelayanan kantor Sekretariat Pelayanan 
Perijinan Kota Baubau, petugasnya juga 
begitu, ada yang cepat tanggapi tapi ada juga 
yang pasif saja. Ada petugas yang 
penjelasannya konsisten tetapi ada juga yang 
berubah-ubah tergantung orang yang dilayani. 
Dalam hal ini jika kita mengenal sesorang yang 
ada dikantor tersebut  pelayanan akan cepat 
kita dapatkan. Sepertinya keadilan tidak 
diterapkan pada pelayanan penerbitan 
dokumen oleh petugas/aparatur sehingga dapat 
menjadi standar penilaian oleh pimpinan. 
Ungkapan lebih adil dalam pelayanan perijinan 
dan dijadikan acuan secara konsisten tidak 
akan terjadi perbedaan pelayanan.” 
(Wawancara dengan Masyarakat), tanggal 25 
Mei  2010). 
 
”Secara umum petugas Sekretariat Pelayanan 
Perijinan Kota Baubau cukup baik, termasuk 
pimpinan. Sebenarnya kita sangat 
menginginkan pemerataan dalam pelayanan 
dengan tidak membeda-bedakan tentunya 
melihat mana yang lebih awal diterima oleh 
petugas lalu diproses lebih awal. Karena sering 
terjadi yang didahulukan adalah mereka yang 
dikenal oleh petugas yang bersangkutan.” 
(Wawancara dengan masyarakat, tanggal 27 
Mei   2010). 
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Masyarakat 

”Saya seorang pengusaha yang akan mengurus 
kembali perpanjangan ijin usaha saya yang 
tidak lama lagi akan habis masa berlakunya dan 
sudah saatnya saya harus memperpanjang 
ijinnya. Saya kekantor Sekretariat Pelayanan 
Perijinan Kota Baubau dan langsung menemui 
Kepala Sekretariat. Atas petunjuk Kepala 
Sekretariat Pelayanan Perijinan Kota Baubau 
saya bertemu salah seorang aparatur yang ada 
diruangan tersebut. Oleh pegawai tersebut saya 
diberikan beberapa lembaran blanko kosong 
untuk diisi setelah saya mengisi semua yang 
ditanyakan dalam blanko tersebut saya 
menyerahkan kembali pada petugas tersebut 
dan ada beberapa lembaran yang harus saya 
bawa pulang untuk dilengkapi dengan 
persyaratan lainnya. Keesokan harinya saya 
kembali lagi dan langsung menemui orang yang 
saya temui kemarin untuk menyerahkan berkas 
yang masih kurang,  setelah saya serahkan, Lalu 
saya tanyakan berapa lama ijin saya akan 
keluar... Jawaban yang saya dapatkan bahwa 
administrasi saya  tinggal menunggu proses 
selanjutnya.. Dengan jawaban waktu yang kami 
tentukan paling 3 hari kedepan, ijin Saya akan 
segera keluar. Saya bersyukur waktu yang 
ditetapkan untuk pengurusan satu ijin 
perpanjangan usaha, karen selama ini saat 
kantor sekretariat belum dibentuk kami sebagai 
pengusaha untuk mengurus salah satu jenis ijin 
harus menunggu waktu lama, hal ini karena 
pelayanan oleh instansi –instansi terkait dan 
msih ditangani langsung oleh instansi 
tersebut..”(Wawancara dengan  Masyarakat, 
tanggal 14 Mei  2010).  
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 Masyarakat ”Dengan terbentuknya  Sekretariat Pelayanan 
Perijinan Terpadu Kota Baubau yang dikuti dengan 
kualifikasi  pegawai yang memiliki inisiatif. Saat 
ini kami sebagai pengusaha/masyarakat yang 
memiliki kepentingan dengan sekrtaraiat pelayanan 
perijinan terpadu merasa sangat cepat dalam 
berurusan karena kami melihat pegawai di 
Sekretariat Pelayanan Perijinan Terpadu bahwa 
mereka tidak hanya menunggu perintah saja, para 
petugas ini  bekerja dengan inisiatif sendiri, 
menyelesaikan pekerjaan yang ada dikantor, 
sekalipun pekerjaan tersebut yang diserahi tugas 
adalah orang lain. Hal demikian saya peenah 
mengurus penerbitan SITU saya dan kelauranya 
pun tidak memakan waktu  lama. Memang diakui 
oleh pegawai bahwa pelayanan yang diberikn 
sudah sesuai dengan prosedur pelayanan.”  
(Wawancara dengan salah seorang pengusaha 
/Masyarakat, tanggal 15 Mei  2010). 
”Dikantor Sekretariat Pelayanan Perijinan Kota 
Bau-Bau setelah saya menyampaikan maksud saya 
tersebut kepada salah seorang petugas saya 
diarahkan untuk langsung bertemu dengan pegawai 
yang menangani perijinan. Responnya cukup bagus 
untuk mendapatkan surat tersebut saya disuruh 
menunggu sebentar. Begitulah prosedurnya 
menurut petugas tersebut, agar saya tidak lama 
dalam mengurus hal ini. ” (Wawancara dengan 
masyarakat pengusaha, tanggal 14 Juni  2009). 
 
”Untuk suatu ijin masalnya IMB dikantor 

Sekretariat Pelayanan Perijinan Terpadu Kota 
Baubau, Sebagai masyarakat saya mencoba 
menghubungi petugas Sekretariat Pelayanan 
Perijinan Terpadu Kota Baubau guna mendapatkan 
pelayanan. Pegawai di kantor Sekretariat Pelayanan 
Perijinan Terpadu Kota Baubau sebagain hanya 
menunggu perintah saja, para petugas ini hanya 
bekerja kalau pekerjaan tersebut bagi yang diserahi 
tugas dengan alasan tidak mau mengambil pekerjaan 
orang lain, bahkan sebagian lagi masa bodoh.” 
(Wawancara dengan masyarakat, tanggal 25 Mei  
2010). 
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Masyarakat 

”Bahwa dengan sikap pegawai Sekretariat 
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Baubau 
dalam melayani masyarakat dengan 
memberikan informasi kepada masyarakat 
secara detail atas permohonan ijin yang mereka 
ajukan tersebut. Adalah Kenyataan ini 
berhubungan dengan ketermampilan yang lebih 
baik yang dimiliki oleh pegawai Sekretariat 
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Baubau  
karena apapun yang ditanyakan sedapat 
mungkin mereka harus memahami dan mampu 
memberikan jawaban kepada masyarakat,  
Namun apabila kondisi ini dibiarkan sangat 
menyulitkan masyarakat dalam mengakses 
informasi-informasi yang dibutuhkan dalam 
rangka perkembangan ijin yang mereka urus.” 
(Wawancara dengan Masyarakat, tanggal 19  
Mei  2010). 
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